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Penelitian ini merupakan penelitian data kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini dilakukan di Universitas Pamulang yang berlokasi di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pamulang yang mengambil konsestrasi Perpajakan dan sudah memiliki NPWP. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sementara itu, sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.







Peranan pajak sangat dominan terhadap pendapatan Negara. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo, 2013 (dalam Paramita dan Budiasih, 2016) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (tax evasion) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Tax evasion adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkanyang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Tindakan tax evasion dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT.

Di Indonesia banyak kasus tindak penggelapan pajak (tax evasion) misalnya pada tahun 2018 terjadi kasus penggelapan pajak oleh Direktur CV Hasrat sebesar Rp. 10,68 Miliar yang sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN pada tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Pada tahun 2019 terjadi kasus oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur yang melakukan penggelapan pajak sebesar Rp. 3 Miliar dengan menyampaikan SPT Masa PPN bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015 yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih tiga faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, yaitu sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan.

Faktor pertama yaitu sistem perpajakan. Pada dasarnya sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik (public policy) yang telah ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan course of action yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan menurut Zain (2007:24) (dalam Paramita dan Budiasih, 2016). Kaitan antara persepsi wajib pajak dengan sistem perpajakan yaitu bagaimana persepsi wajib pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak, pertanggungjawaban iuran pajak, prosedur yang memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi dan Supiyadi, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kusnadi dan Desi Rinika, 2019), (Faradiza, 2018) sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, (Mentari, Ade 2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terjadi research gap untuk variabel sistem perpajakan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali.

Faktor kedua yaitu, tarif pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2017:13). Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak (Ardyaksa, 2014:477). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati Herlangga dan Raisa Pratiwi, 2017) menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga yaitu, pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Seberapa besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Menurut penelitian (Sari, 2015), (Kurniati Herlangga dan Raisa Pratiwi, 2017) menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.











Menurut Mohammad Zain (2008:51) dalam Fadhilah (2018) penggelapan pajak ialah suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2013: 9) dalam Fadhilah (2018) Tax evasion ialah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Suandy (2014: 21) dalam Fadhilah (2018) penggelapan pajak (tax evasion) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Supramono dan Damayanti (2015: 9) dalam Fadhilah (2018) tax evasion merupakan perlawanan aktif dengan melanggar undang-undang perpajakan. Adapun rumus tax evasion adalah sebagai berikut:


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018


Pada uji ini ditentukan probabilitas pada tabel t sebesar 5% dan df 100 sehingga diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,98397. Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa:

1.	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak, dari tabel diatas bisa dilihat Uji t secara parsial variabel (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan > 0,05 (0,368 > 0,05) dan nilai t hitung < 1,98397 (-0,904 < 1, 98397).

2.	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak, dari tabel diatas bisa dilihat Uji t secara parsial variable (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sistem perpajakan < 0,05 (0,004 < 0,05) dan nilai t hitung > 1,98397 (2,938 > 1,98397).

















Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018


Dari tabel 4.11 diatas, menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 30,230 dengan nilai sig 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 (5%), dengan kata lain F hitung 30,230 > F tabel 2,70, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan untuk menguji sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan adalah model yang layak, dengan artian pemilihan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sudah tepat.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)










Sumber : Data Diolah SPSS V 23, 2018

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,470. Hal ini berarti bahwa 47% variasi dari persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh





Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Sistem Perpajakan (X1) adalah sebesar -0,904 sedangkan nilai t tabel dengan probalitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.
Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Tarif Pajak (X2) adalah sebesar 2,938 sedangkan nilai t tabel dengan probalitas sebesar 0,05 (5%) adalah sebesar 1,98397, jadi dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.
Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Pemahman Perpajkan (X3) adalah sebesar 7,817 sedangkan nilai t tabel dengan probalitas sebesar 0,05 (5%)







Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sistem perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak dapat di simpulkan sebagai berikut :

1.	Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak yang berarti penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar.

2.	Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.





1.	Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat keadilan yang dimiliki, kaena adil merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat.
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